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PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

PENGERTIAN

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipungut atas penghasilan berupa: dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, bunga yang dibayarkan oleh koperasi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

DASAR HUKUM

UU No 36 Th 2008, 244/PMK.03/2008, PP 51 Th 2008
SUBYEK PAJAK DAN BUKAN SUBYEK PAJAK
Subyek pajak PPh pasal 23 adalah:

1. Badan pemerintah.

2. Subyek pajak badan dalam negeri.

3. Penyelenggara kegiatan.

4. Bentuk usaha atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

5. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri.

Bukan subyek pajak PPh pasal 23 adalah:

1. Badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran hadiah dan penghargaan yang telah dipotong pajak penghasilan 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

2. Badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ps 21.

OBYEK PAJAK DAN BUKAN OBYEK PAJAK
Obyek pajak PPh pasal 23 adalah:

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bukan obyek pajak PPh pasal 23 adalah:

1. Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e. 

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

4. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan

b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

6. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

7. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalakan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

8. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

TARIP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 23 (berlaku mulai Januari 2009) ditetapkan sebagai berikut:
1. 15% dari jumlah bruto atas:

a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty ( (tarif PPh Final 10%)

b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan (10% Final).

3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:

a. Jasa penilai;

b. Jasa Aktuaris;

c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d. Jasa perancang;

e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i. Jasa penebangan hutan

j. Jasa pengolahan limbah

k. Jasa penyedia tenaga kerja

l. Jasa perantara dan/atau keagenan;

m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;

n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

p. Jasa mixing film;

q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

t. Jasa maklon

u. Jasa penyelidikan dan keamanan;

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

w. Jasa pengepakan;

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;

y. Jasa pembasmian hama;

z. Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa. Jasa katering atau tata boga.

5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% ebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23

6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);

d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

e. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;

f. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK
Pemungut pajak penghasilan pasal 23 adalah:

1. Badan pemerintah.

2. Subyek pajak badan dalam negeri.

3. Penyelenggara kegiatan.

4. Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

5. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu:

a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT kecuali camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, atau

b. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa. 

Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 adalah:

1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.Saat terutangnya penghasilan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak.

3. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.

4. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak.

Contoh 1
Pada bulan Desember 2016 Koperasi “Sejahtera” membayar bunga simpanan kepada Koperasi “Makmur” sebesar Rp16.000.000,00. 

Pertanyaan:
1. Siapa pemotong PPh pasal 23 dalam kasus ini? 

2. Hitunglah besarnya PPh pasal 23 atas bunga tersebut.
Contoh 2

Dalam bulan Desember 2016 PT Jayaraya membayar jasa perancangan taman di lingkungan kantornya sebesar Rp15.000.000,00 kepada CV Karya Desain. 

Pertanyaan:
1. Siapa pemotong pajak pasa-23 dalam kasus ini?

2. Hitunglah besarnya PPh pasal 23 tersebut.

Contoh 3
Dalam bulan November 2016 PT Kartika memborongkan bangunan gedung kepada CV Binangun dengan total nilai botongan sebedar Rp1.000.000.000,00 yang terbagi dalam 4 termin, termin pertama dibayarkan pada bulan November 2016. CV Binangun adalah pemborong bangunan (konstruksi) yang memiliki kualifikasi pemborong bukan usaha kecil. 

Pertanyaan:
1. Siapa pemotong pajak pasa-23 dalam kasus ini?

2. Hitunglah besarnya PPh pasal 23 tersebut.
3. Buat jurnal pada bulan November untuk pembayar maupun penerima uang jasa.

Contoh 4

Berdasarkan no 3 diatas, misalkan yang bertindak sebagai perencana dan pengawas bangunan adalah CV Monitor. Nilai kontrak perencanaan dan pengawasan bangunan adalah Rp30.000.000,00 dibagi dalam 3 termin @Rp10.000.000,00. Termin pertama dibayarkan bulan November 2016.
Pertanyaan:
1. Siapa pemotong pajak pasa-23 dalam kasus ini?

2. Hitunglah besarnya PPh pasal 23 tersebut.

3. Buat jurnal pada bulan November untuk pembayar maupun penerima uang jasa.
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